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PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG

PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender sebagai salah satu
strategi pembangunan diperlukan dalam mendorong
komitmen pemerintah dan pemerintah daerah untuk
mengintegrasikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan
antara laki-laki dan perempuan di setiap kebijakan
atau programnya;

b. bahwa pengarusutamaan gender sebagai strategi
dalam pelaksanaan seluruh proses pembangunan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga
pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);

c. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan,
serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan
gender secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat
pusat dan daerah, perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi;
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Mengingat

bahwa dalam menyelenggarakan monitoring dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c
diperlukan adanya suatu panduan Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah
untuk mengetahui proses pelaksanaannya serta
mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi
secara efektif dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender di Daerabh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010 - 2014;
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